PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Desa Wates telah diubah statusaggdi
Kelurahan, perlu membentuk susunan organisasi dtn Kerja
Kelurahan Wates;

b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan PatabriNomor
73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 6 &yatdn
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentamggri¥asi
Perangkat Daerah pada Pasal 2 ayat (1), perlu apkeat
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdah
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturagrdbatentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahare&yat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956tatey Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daeraimeiata
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndadgAg Nomor
18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nbsn®ahun
1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daekgsrdh
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkund2eerah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengaman Kulon

Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara [kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragaid
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu# 200mor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesraoN@437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigasetyndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keédaa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@8 20omor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdg?4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentanmget&man
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18, dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dvd@jaimur/
Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentanigraten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nof&®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&®8)4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentargariasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indan&sihun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubdkniesia
Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentangarfatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NodA®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@@s)4

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 208&ang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan DePRardéahan
Status Desa menjadi Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2@f&ang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2@0vtang
Pedoman Organisasi Kelurahan;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 7&0Q08
tentang Urusan Pemerintahan Daerah ( Lembaran BD&adaupaten
Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);



12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 A &0Q08
tentang Pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Kdaama
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20081d¥ 5
Seri D);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15um&008
tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten KRfogo Tahun
2008 Nomor 8 Seri D);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16T &008
tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurslates
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20081d¥ 9
Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkatbaebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. KecamatanWates adalah wilayah kerja Camat Wates sebagai
Perangkat Daerah.

5. Camat Wates yang selanjutnya disebut Camat agmhapinan
dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diyali kerja

Kecamatan Wates.



6. Kelurahan Wates yang selanjutnya disebut Kelurahdalah
wilayah kerja Lurah Wates sebagai Perangkat Daelabm
wilayah kerja Kecamatan Wates.

7. Lurah Wates yang selanjutnya disebut Lurah addapala
Kelurahan.

8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan ryemginjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorangwleg
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yangandal
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian talan/a
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri danukiritenaikan

pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Thta Kerja

Kelurahan Wates.

BAB Il

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Tugas
Pasal 3
(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagaarigat
Daerah.
(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah

(3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawgiadee

Bupati melalui Camat.



Pasal 4

(1) Lurah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan petalean,
pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (LyahL
mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian urusan peatean
yang dilimpahkan oleh Bupati.

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada (@yat
disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan mieatijgan
prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

(4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagadimaksud
pada ayat (2) disertai sarana, prasarana, pemiialgaapersonil.

(5) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagadimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dintaklalam
Pasal 4, Lurah mempunyai tugas :
. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

. melaksanakan kegiatan perekonomian dan pembangunan;

a
b
c. melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteragatrak
d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;

e. memberikan pelayanan masyarakat;

f. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;

melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasiliégsygman

Q

umum; dan

h. melaksanakan pembinaan Lembaga KemasyarakataraKatur

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah;



b. Perangkat Kelurahan yang terdiri dari :
1. Sekretariat;
Seksi Pemerintahan;
Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan

S T o

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimanalkdind pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak tegkan dari
Peraturan Daerah ini.

(3) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Keduradiatur

dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 7

(1) Pada Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Srouma
Tertentu sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimameaksud
pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga HangkTertentu
yang memiliki Daftar Urut Kepangkatan tertinggi daarada di

bawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.
BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Lurah miedek
koordinasi dan konsultasi dengan Camat dan instegrsikal yang

berada di wilayah kerjanya.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas, Lurah dan setiap kepatiaars
organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koorgimaggrasi,
sinkronisasi dan simplifikassesuai bidang tugasnya masing-

masing.



(2) Dalam melaksanakan tugas, Lurah dan setiap kepatiaars
organisasi di bawahnya memberikan bimbingan danbperan
kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksangas menurut
hierarkhi jabatan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 10

(1) Hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat Daemtbésifat
koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional

(2) Hubungan kerja Kelurahan dengan Pemerintahan Dessifdi
koordinasi.

(3) Hubungan kerja Kelurahan dengan Lembaga Kemasyaraka
Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

(1) Lurah diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri ISipaerah
sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri $ygiérah sesuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambatatl)(¢ahun
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, amak
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang menigetiang
Desa Wates tetap dilaksanakan sampai diberlakykaaraturan
Daerah ini.

(3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa yang ada, tetap menjalankaysifdan
tugasnya sampai dengan dilantiknya Lurah dan Pkaing
Kelurahan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatatalam

Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Nopember 2008

BUPATI KULON PROGO,
Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates

pada tanggal 4 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Capl/ttd

SO’'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERID

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Peavaliakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor . _6/PB/DPRD/2008
6/PB/X1/2008
Tanggal : 12 Nopember 2008
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan PeraturaralD&&bupaten

Kulon Progo tentang :

1. Kelurahan;

2. Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan
Wates; dan

3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Wates.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

UMUM

Dalam rangka percepatan pembangunan, peningkalayapan masyarakat, optimalisasi
pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaasyarakat menuju terwujudnya
kesejahteraan masyarakat, perlu merubah status\Wates menjadi Kelurahan Wates.

Dengan berubahnya status Desa Wates menjadi KaluMfates, maka Kelurahan Wates
menjadi salah satu dari Lembaga Perangkat Da®eibentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah NomorahBin 2005 tentang Kelurahan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggriyasi Perangkat Daerah, dilaksanakan
dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonDaerah sebagai upaya pemberdayaan
perangkat daerah otonom, sehingga Daerah dapah lete@ningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negarakadepublik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutasli pérlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukgan®asi dan Tata Kerja Kelurahan
Wates.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengertian melalui Camat bukan berarti Lurah mémpdawahan langsung Camat.

Secara Struktural Lurah berada langsung di bawgatiu



Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas

10
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN WATES

LURAH
SEKRETARIAT
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN PEMBERDAYAAN
PEMBANGUNAN RAKYAT MASYARAKAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU

Wates, 12 Nopember 2008
BUPATI KULON PROGO,

Caplttd

H. TOYO SANTOSO DIPO




